
GUBERNUR ST'MAI'ERA BARAT

PERATUR.AN GUBERITUR SUMATERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2016

TPN?ANG

'

TATA CARA PENANGANAN BEI{TURAN KEPENTINGAIiI DI LINGKUIVGAN
PEIT{ERINTAH DAERAH PROVINSI ST'MATERA BARAT

DENGA,N RAHIVIAT TUIIAN YANG MAHA ESA
GUtsERNUR SUMATERA BARAT,

Menirnbang bahwa dalam rangka menuju tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari
benturan kepentingan;

bahwa salah satu faktor pendorong tejadinya tindak
pidana korupsi karena adanya benturan
kepentingarr yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di
lingkungan Pemerintah Daeratr Provinsi Sumatera
Barat;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaall Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2Al2 tentang Pedoman
Umurn Penanganan Benturan Kepentingan, agar
semua pimpinan Instansi Pemerintah untuk
menindaklanj uti p anduan penan ganan benturan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hu.ruf a, hu'ruf b, dan huruf c, perlu
menetaptrcan Peraturan Gubernur tentarrg Tata Cara
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi,Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-IJndang Darurat lrlomor 19 T'ahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nornor L12, Tarnhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LOaQ;

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Neghra yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, K.olusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik htdnnesia Thhun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran, Negara Republik hrdonesia
IVomor 3851;

Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun '2AI4 Nomrcr 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2Aru Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik hrdonesia Nomor
6 'lahun L974 tentang Pembatasan Kegiatan
Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran
Negara Reprrbtit< L:donesia Tahun 1974 Nomor 8,
famUafran Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3O2i);
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2OO8 Nomor t2T,Tannbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a89O);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Peratrrran Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OlO
ilo*or 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pembangunan Zoma Integn"tas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerianl Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan.

MenetaPkan

MEMUTUSKAN:

PERATI'RAI{ GUBERI{UR TENTANG TATA CARA

PENANGAISAI{ BENTURAN' KEPENTINGAN DI
I,INGKUITGANPEMERINTAHDAERAHPROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAB I
K TE$TUAI{ I'MUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat'

2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Daerah Ffovinsi surnatera Barat'

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat'

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi sumatera Barat.

5. Pejabat/Pegawai adalah PNS, CPNS' dan Non PNS yang bertugas

dilingkungan Pemeri[tah Daera]r Provinsi sumatera Barat.

6. Unit kerja adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Sumzrtera Barat
7. Atasan langsung adalah kepala unit kerja dari unit kerja

tr
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Pej abag/ Pegawai yafl g bersalgkutan.
Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan

pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas

seorang pejabat dalam mengemban tugas'

Kepentingan pribadi adatah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai

mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, danlatau bersifat hubungan

afrliasinya/ hubungr., a.t*t7 balas j asa'

Hubungan aliliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat /
pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan

perkawinanmaupunhubunganpertemanan/kelompok/golonganyang
dapat mempengaruhi keputusannya'

ll.PerangkapanJabatan,yaituSeseorangpenyelenggarapemelintahdaerah
memegangjabatanlainyangmerrrilkibenturankepentinganderrgan
tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan

j abatannya secara prc'/fessional, independen dan akuntabel'

12. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yaJlg menjadi kendaia bagi

pencapaiantujuu-,lpelaksanaankewenanganpenyelenggaraannegafa
i,*sdisebabkan karena stnrktur dan budaya organisasi yang ada.

13.Korupsiadalahperhuatanya]rtgsecaramelawanhukumuntuk
rnemperkaya d"iri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan nega-ra atau perekonomian negara'

14. Koiusi adalah permufakatan atau kerja .saflla secara melawan hukum

anta-r-pegawaiatauantarapegawaidanpihakiainyangrnerugikanoreng
lain, masYarakat dan atau negara'

f S. Gttisml adalah setiap perbuatan pegawaj secara melawan hukum yang

naenguntungkankepentinganjreluarganyadanataukroninyadiatas
kepentingan masyarakat, bangsa, dan uegara'

16. Gratifikasi adatah pemberian tlalam arti luas yakni meliputi pemberian

uang, barang, tabat, komisi, pinjaman tanpa bunga' tiket perjaTxran'

fasilitasp"rgir"prtt,perjalananwisata'pengobatancuma-cumadan
fasj.litas lainnYa.

Pasal2 I

(1)PenangallanBenturanKepentingandilingkunganPemerintahDaerah
dimaksudkan sebagai acuan bagr pejabatlpegavtat dalam mengetahui'

mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah

terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme'

(2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan :

a. menyediakan kerangka acuan bag pejabatlpegawai pada unit

kerja/instansi/SKPDdiLingkunganPemerintahDaeralruntuk
rnengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;

b. menciptakan U,dtyq kerja yafigdapat mengenali' mencegah' dan

mengatasisituasibenturankepentinganSecaratransparandan
efi sien tanpa mengurangi kinerj a pej abat y aurng bersangkutan ;

c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian

Negara;

d. meningkatkan integritas; clan 
:

e.menciptakanpelaksanaanpemerintahanyangbersihdanberwrbawa.

10.



Pasal 3

Sasaran yaxg ingrn dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yakni

tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang

aapai ditoleransi atas terjaclinya Benturan l(epentingan yang dihadapi unit

kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah'

BAB II
BEI{TURAN KEPENTINGAN

', *asal 4

(1)Pejabat/pegawaiyangberpotensimemilikibenturankepentingan
meliputi:

a.Pejabat/PegawaiyangberwenangdaFmpengambilankeputusandan

Penentuan kebijakan;

b.Pejabat/Pegawaiyangdiberitugas,tanggungjawab,wewenangdan

haksecarapenuholehpejabatyangberwenanguntukmelaksanakan

kegiatanperencanaanpadaunif-perencanaantertentu;

c. Pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar

sesuaidenganketentuanPeraturanPerun<iang-Undangan;

d. pejabat lPegawat yang bekerja di dalam unit organisasi yang

mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan

e.Pejabat/Pegawaiyangbertugasmenilai,melakukanveifikasi,
sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya'

t2) Bentuk situasi benturan kepentingao yang sering terjadi dan dihadapi

oleh penyelenggara Pemerintah Dae::ah sebagai berikut :

a. situasi yang men3rebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi

atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan

atassuatukeputusan/jabatanyangmenguntungkanpihakpemberi;

b.situasiyangmenyebabkanPejabat.fPegawairnenggunakanasset
jabatand'anmenggunakaninfornrasirahasiajabatanuntuk
kePentingan Pribadi/ golongan ;

c. situasi perangkapan jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang

memilkihubunganlangsungatautidaklangsung,sejenisatautidak
sejenis,sehinggaclapatmenyebabkanpemanfaatansuatujabatan

untuk kePentingan jabatan lainYa;

,d.situasiyangmenyebabkanPejabat/Pegawaimemberikanakses

khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang

t seharusnYa;



e. situasi yang menyebabkan PejabatlPegawai dalam proses

pengawasan tioak sesuai dengan prosedur karena adanya pengarutr

clan harapan dari pihak yang diawasi;

situasi dimana kewenangan penilaian suatu obiek kualifikasi

dimana objek tersebut men:pakan hasil dari penilai dan situasi

d.imarrakeputusan/kebijakandipengaruhipihalclainyang
membutuhkan;

situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari

yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bag calon

penyedia barang/jasa untrrk menang dalam proses Pengadaan

Flarang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

situasi dimana terclapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara

pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memilki kepentingan

ataskeputusandan/atarttind.alianPejabat/Pegawaisehubungan

denganjabatannYa; dan

situasi yang memuilgkinkan Pej abat/ Pegawai menggunakan diskresi

yang menyalahgunakan wewenang'

Sumber penyebab benturan kepentingan meliputi :

a. Kepentingan Pribadi;

b. PerangkaPan jabatan;

c. Hubungan aliliasi;

d. Gratifikasi; dan

e. Kelemahan sistem organisasi'

BAB III
PENANGANAII BENTI}RAN KEPENTINGAN

Pasal 5

setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan

Kepentingan dalarn melaksanakan tugasnya'

Dalamhalditemuinyapot,ensiEenturanKepentingandalam
melaksanakan tugasnya, Pej abat / Pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan

langsung.
pelaporan sebagaimana d"imaksud. pada ayat {21 dilaksanakan dengan

menyalnpaikansuratpernyataanpotensiBenturanKepentingankepada

atasan langsung.
pejabatlPegawai yang memilki potensi Benturan Kepentingan dalam

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilarang

<t
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(1)

t)l

(Jl

(41

il



(s)

(6)

untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan trrgas dan tanggung

jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.

Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalalr:-. Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi secara administratif sesuai

Peraturan Perundang-undangal.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksucl pada ayat (6) dilaksanakan

sesuai dengan ketentua:r Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

pemangku kepentingan, mitra keq'a dan masyarakat yang mengetahui

adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan

Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung dari

Pejabat,/Pegawai yang diduga memiiiki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 7

(1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 melakukan teiaah awal terhadap

potensi Benturan KePentingan.

(2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak

adanya Benturan Kepentingan dari trasif penelahaan awal atas lapr:ran

potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

datam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah rnenerima laporan

potensi Benturan Kepentingan. l

(3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil talaalr sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki

Benturan Kepentingatt, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan

untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait

dengan penugasan dan/atau mengarnbil tindakan lain yang

diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan

kepentingan tersebut.

(4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil talaah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki

Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan

tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan

tersebut.

(7)



(5) Sekiranya benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka

disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan

kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan

kepada pimPir:'an

(6) Pimpinan wqjib melaksanakan penilaian risiko dalam jangka waktu 5

ilima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

(7) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya. kegiatan yang berpotensi

Benturan Kepentingan berdasarkan peitimbangan tingkat risiko yang

r dapat ditoleransi..

Pasal 8

Atasan langsung melakukan pengawasan dan memonitor terhadap

pelaksanaan keputusan sebagaimana dirnaksud dalam Pasa1 7 ayat (5) dan

'7^-- 
,aYat 

(6)' 
pasal g

Faktor pendukung keberhasiian penanganan Benturan Kepentingan meliputi :

a. komitmen dan keteladanan pimpinan;

b. partisipasi dan keterlibatan para Penyelenggara Pemerintah Daerah;

c. perhatian khusus atas hal tertentu;

d. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan

kepentingan;

e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan

f. pemirntauan dan evaluasi.

^..-i-. BAB IV

MoNIToRING DAN EVALU^ASI BENTI,RAN KEPENIIIffGAN

Pasal 1O

, (1) Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi

internal secara berkala dalam rangka pernutakhiran hasil identifikasi

potensi benturan kepentingan dan penanganannya'

(21 Inspektorat meiaks anakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh

unit kerja untuk mengetahui efektifitas implementasi pedoman ini'

(3) Untuk pelaksanaan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud

pad.aayat(2)r]ibentuktimyangditunjukolehinspektur'
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Pasal 11

(1) Tujuan dilakukan monitoring Benturan Kppentingan meliputi :

a. untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;

b. memberikan masukan tentang kebqtuhafl yarLgdiperlukan;

C, mendapatkan gambaran tingkat eapatan/perkembangan metode

yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;

d. tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan

selama kegiatan; dan

e. memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun'

(2) Waktu dan jad,,val monitoring dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 12

(1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada

unit kerja Pemerintah Daerah menyajikan informasi mengenai :

a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan

pro sedur Penan ganan nya;

b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan

. prosedur penanganannya kepada pegawai di iingkungannya;

c. mengimplementasikan hasil identifikasi bentrrran kepentingan

b eserta Prosedur Penanganannya;

d. meiakukan evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan;

, dan

e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan bentu.ran

,------r kepentingan.

(2\ Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan benturan

kepentingan dalam bentuk surat'

(3) Laporan sebagaimana yang dimaksufl pada ayat (2) disampaikan

kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan

mekanisme penanganan benturan kepentingan'
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BAB V

KETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatarLnya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
B.ara.:t.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Agustus 2016

Diundangkan di
pada tanggal 11

Padang

PROVINSI SUMATEFA BARAT TAHUN 2OL6 I{OMOR 41

Agustus 2016

DAERAH
TERA

$1

Tm'

AL

(l

BARAT,

/



PENJELASAN
ATAS

. PERATURAN GUBERNUR PROVINSi SUMATERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2016

. TENTANG
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Di LINGKUNGAN PENIERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. UMUM
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana petimbangan

pribadi mempengaruhi dan I atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang

pejabat dalam mengemban tugas. untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan

fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Pemerintah Pror."insi Sumatera

Baral serta d.alam rangka penciptaan lingkr-rngan kerja yang bebas korupsi,

perlu dilakukan upa)/a pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya

benturan kepentingan dari pgjabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan

tugasnl.a. Untuk itu diperlukan adanya suatu aturan bagi seluruh pejabat atau

pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan

bLnturan kepentingan di li'gkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

untuk melaksanakan tugas-tugas datam proses pembangunan di

provinsi Sumatera Balat sangat diperlukan adanya penyelenggataan

pemerintah yang berwibawa, bersih, bebas lcorupsi, kolusi dan nepotisme,

efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara pemerintahan daerah

mempunyai peran yang menentukan. Selain diisyaratkan untuk memiliki

profesionalisme, setiap penyelenggafa pemerintahan daerah harus mempunyai

sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan

rakyat, Negara dan bangsa serta mengutarna]<an kepentingan umum diatas

kepentingan pribadi atau golon gan'

Kurangnyapemahamanterhadapbenturankepentingandapat
menimbulkan penafsiran yarlg beragam bahkan negatif terhadap

penyelenggafaan pemerintahan. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur

pena11ga11an Eenturan Kepentingan akan tercip'tanya tata kelola pemerintahan

yarrg baik yang didasari pada etika hubungan intei^aksi yang baik dilingkungan

pemerintah provinsi sumatera Barat maupun dengan para pemangku

kepentingan lainnya. Berdasarkan pad.a pertimbangan diatas, maka perlu

d.itet-apkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Benturan

Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera Barat'

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa-l I

Cukup jelas.

(l



Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

CT kup jelas

Pasal 5

, CukuP jelas

Pzrsa-i 6

CukuP jeias

Pasal 7

CukuP jelas

Pasal 8

CukuP jelas

Pasa-l 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "komitmen dan keteladanan pimpinan"

adalah tanggung jawab untuk mengetahui trenturan-benturan

kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seseorang

penyeienggarapemerintaleand'aerahakantetapilembaga-lembaga

publikhar.usbertanggungjawabataspelaksanaanatau
implementasikebijakanpenangananbent.urankepentingan.Untuk

itud'iperlukankomitmendanketeladananpemimpindalam
penanganankasus.kasusbenturarrkeperrtingan.Para
pemimpin/pejabatatasanw4jibmempergunakartkewenangannya

secara baik dengan memperlimbangkan kepentingan instansi,

kepentinganpublik,kepentinganpegawaidanberbagaifa]<tor1ain.

Huruf b
Yarrgdimaksudd.engan..partisipasidanketerlibatanpata
penyelenggara Pemerintah Daerah" adalah Penyelenggara

pemerintah daerah harus sadar dan paham tentang apa itu

benturan kepenti.ngan dan harus bitls mengantisipa"si sekaligus

mencegahterjadibenturankepentingan'Untukmendorong



partisipasi dan keterlibatan penyelenggara pemerintah daerah dapat

dilakukan antara lain dengan :

1) Mempublikasikan kebijakan pen'anganan benturan kepentingan;

2) Secara berkala mengingatkan penyelenggara pemerintah daerah

a,laya kebijakan penanganan benturan kepentirrgffi;

3) Menjamin agtr aturan dan piosedur mudah diperoleh dan

dikatahui;

4l Memberi pengarahan

kepentingan; dan

tentang bia.gaimana menangani benturan

5) Memberikan bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang

belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan,

termasuk juga kepada pihali-pihak luar yang berkaitan atau

berhubungan dengan instansi yang bersangkutan'

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perhatian khusus atas hal tertentu" adalah

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebuat adalah :

1) Hubungan a-fiiiasi (pribadi dan goiongan);

2) Gratifikasi;

3) Pekerjaan tambahan;

4l Informasi orang dalam;

5) Kepentingan daLam pengadaan barang/jasa;

6) Tuntutan keluarga dan komunitas;

7) Kedudukan di organisasi lain;

8) Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan

g) PerangkaPan jabatan'

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Beberapa langkah preventif untuk

menghinclari situasi benturan kepentingan" adalah contoh

langkah-iangkahpreventifyangterkaitdenganpengambilan
keputusan adalah :

1)Agerrd.arapatyangakandiad.akanperludiketahuisebelurnnya,

Supayapenyelenggarapemerintahd.aerahdapatmengantisipasi

kernun gkirran terj adirrya b enturan kepen ttngart'

2)Adanyaaturanyangjelasdanproseduryangefisienyang
memungkinkanpenarikandiri(recusal)daripengambilarr
kePutusan secara ad hoc'

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Penegakan kebijakan penanganan

benturan kepentingan,, adalah Perregakan kebijakan penanganan

benturankepentingantidaklahmrrdah,dSffkebljakantersebut
berjalan secara efelrtif maka perlu ada :

fi



1) Sanksi sesuai dengan peraturan perurldang-undangan;

2) llekanisme identifikasi untuk mendet-eksi pelanggaran kebijakan

Yarrg ada; dan

3)instrumenpenangananbenturankepentingarryangsecala
berkala diPerbaharui'

Huruf f
Yang climaksud dengan"pernaltauan da]l eval'uasi" adalah

Kebijakan penanganan bentulan }lepentinga-rr perlu dipantau dal

dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap el-ektif dan

relevan dengal iingkungzrn yang terus berubah'

Pasal 10

Ci-rkup jeias

Pasa-l 11

Cukul> jelas

Pasa] 12

Cukull jelas

Pasa] 13

CukuP jelas
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LAMPIRAN
PERATURAN CUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMORT:ITAHTIN 20I6
TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN
KEPEN INGAN DI LINGKTINGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

FOR,MAT !iURAT PELAPOR^AN POTENSI BENTUTTAN KEPENTIIUGAN

Laporan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan Penanganan Benturan Kepentingan
di tempat

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor.... Tahun 2016
terrtang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk
dirnintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Llraian Benturan Keperttingan

Penyebab

Prosedu r/Penanganannya

Demikian disampaikan untuk dapaL dipertimbangkan.

Padang, .....2016

Penelaah

i x) diberi tanda V bila telah benar

Padang, ..... 2015

Pelapor

(l


